17 April 2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 23/PJ/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A.Umum

Bahwa sehubungan dengan perkembangan informasi terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun
2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Indonesia, perlu melakukan perubahan masa pencegahan penyebaran COVID-19 di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya melalui Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dari
risiko COVID-19.

2. Memberikan panduan Work from Home (WFH) bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait
pencegahan COVID-19 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Direktorat Jenderal Pajak tetap berjalan

secara efektif dan efisien.
C.Ruang Lingkup
Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat panduan untuk seluruh pegawai, pejabat, atasan langsung,

dan pimpinan unit/satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait upaya peningkatan

kewaspadaan pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan



Direktorat Jenderal Pajak.

D. Dasar

10.

11.

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020
tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat
Virus Corona di Indonesia.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau
Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran COVID-19.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-04/MK.1/2020 tentang Imbauan Tindak Lanjut
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian
Keuangan.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-05/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak
Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-07/MK.1/2020 tentang Upaya Peningkatan
Kewaspadaan Atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di
Lingkungan Kementerian Keuangan.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-11/MK.1/2020 tentang Penegasan Masa
Pelaksanaan Work From Home (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Keuangan.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2020 tentang Pelaksanaan Work
From Home (WFH) dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri/Kota serta Cuti
dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Keuangan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan
Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
(COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2020 tentang Pedoman Dukungan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelaksanaan Work from Home.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2020 tentang Panduan Tindak
Lanjut Pelaksanaan Tugas dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-
19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2020 tentang Panduan



Pelaksanaan Tugas Terkait Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Corona
Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak.

E. Materi

1 Memperpanjang masa pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana telah ditetapkan dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak, yang semula tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020 menjadi tanggal 16
Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan
keadaan dan situasi selanjutnya.

2 Ketentuan terkait panduan pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya peningkatan kewaspadaan
selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 tetap mengacu pada:

a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan
Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2020 tentang Pedoman Dukungan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelaksanaan Work from Home;

c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut
Pelaksanaan Tugas dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan
Tugas Terkait Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Corona Virus Disease
(COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pada Surat Edaran Direktur

Jenderal ini.

F. Penutup

1 Dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor SE-21/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease (COVID-19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



2  Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

terbitnya kebijakan lebih lanjut dari Direktur Jenderal Pajak.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2020
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO



